
GUBERNUR IAMPUNG
 

KEPUTUSAIf GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G/612/B.02/HK/2017
 

TENTAlfG
 

HASIL EVALUASI RANCANGAIf PERATURAN' DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN'
 

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2012
 
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
 

GUBERNUR LAMPUNG.
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah 
dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nornor 9 Tahun 2015; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 
Usaha; 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/4598/SJ Tanggal 2 
Oktober 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Jasa Usaha. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 06 
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAKA. 

Haail Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana tercantum pada Lampiran 
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung 
Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan 
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 
setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan 
Daerah dari Gubernur. 

Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur 
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 4 Desember 2017 

GUBERNUR .IdI.~~ 

M. 
Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI; 
2. Menteri Keuangan RI; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. 



LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/6121B.02/HKI2017 
TANGGAL : 4 DESEMBER 2017 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 

NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
 

No Maleri Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Kelerangan 
1 2 3 4 

- P"raturan Menleri Da/am NP.Qeri Nomer 105 Tahun 2016 lenlan«l 
5 

Dlklum Mengingat 
1. Tambahkan Permendagri No. 

105 Tahun 2016 lentang 
Evaluasi Raperda lentang 
PDRD 

2. Penulisan nomor urut agar 
disesuaikan dengan hirarki 
per-uuan 

Diktum Memuluskan, penulisan 
tanda baca ijUk dua pada akhir 
kala dttulis tanpa spasi 

Pasal I disempumakan dengan 
merinei menjadi 2 (dua) angka 
dikanenakan materi penubahan 
Iebih dari satu. 
1.Angka 1 mengatur tentang 

perubahan Pasal 53 
2. Angka 2 mengatur tentang 

penghapusan ketentuan PasaJ 
76, dikanenakan sesuai 
ketentuan Lampiran II angka 
210 UU. No. 12 Tahun 2011 

1. Konsiderans Mengingat 
Evaluasi Rancanoan Peraturan Deroo lentana Paiak Daerah dan 
Rancanaan Peraturan Derah lentana Retribusi Daerah (Berit: 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 2080); 

2. 

3. 

Diktum Memutuskan 

Batang IUbuh 

MEMUTUSKAN; MEMUTUSKAN; 

Pasal I I Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraluran Daerah Nomer 06 Tahun 2012 Beberapa Kelentuan dalam Peraturan Daerah Nomer 06 Tahun 
tentang Relribusi Jasa Usaha Lembaran Daerah Kabupaten 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Lampung Tengah Tahun 2012 Nomer 06, Tambahan Lembaran Kabupalen Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06, 
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomer 06) diubah sebagai Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah 
berikul: Nomor 06) diubah sebagai berikul : 

KQt9RtW8A Rasal fia ~iwllaAj &9AiAgga J2QSiai .3 98F9WR¥i G98ifjili 1. Kelentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
89Akyt· berikut 

gpasal53 Pasal53 

Slnuktur dan besamya tam nelribusi penjualan hasH pnoduksi Stnuklur dan besamya taril netribusi penjuaJan hasil 
usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX pnoduksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam 
dan X yang menupakan bagian yang lidak terpisahkan dari Lampiran IXdan Lampiran X yang menupakan bagian yang 
Peraturan Daerah ini. lidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-
Undangan, daJam 
pendelegasian kewenangan 
mengatur tidak boleh adanya 
delegasi blanako. 
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• 2. Ketentuan Pasal 76 dihapus 

4. 

5. 

Penjelasan 

Lampiran 

II.PASAL OEMI PASAL 

!lillisl fii 

QWkwp jels& 

blMPIRo..'IIX: PIORMl:IRNl QeeRAIoi W. blMPl:IIIQ TIO'IQAIol 
W~MQR TAHl:IN ~917 
WIQQAb : ~017 

II. PASAL OEMI PASAL 

Pasall 
Cukup Jelas 

Pasal II 
Cukup jelas 

Penulisan penjelasan Pasal per 
Pasal disempumakan sesuai 
ketentuan Undang-Undang 12 
Tahun 2011 

1. Lampiran IX dihapuskan 
karena tidak mengalaml 
perubahan. 

&TRlIK=RJR I»,N IIliliJl......llAAiF RiTRlIIU&1 PIiNJUlt,bAN PRQQUK 
U&I,IIA gA1i1W4 (1l11»,NQ PiIl!?'.~:':tIi P&liRN,'1K.t,N Q.\Il 

2. Lampiran X angka II dlhapus
karena bUkan merupakan 
objek retribusi sesuai Undang-

JeRis j;lfg~wkGi IJk_'€atY IoIaFga 
8Il 

f-----1-.,------+--'''''~'---+-----;;~,--------IJ 

undang 28 tahun 2009 dan 
Pasal 57 Peraturan 
Pemerintah Nomor 122 Tahun 

I 

111M; 

IkaR lllaG 

IkaRNiia 

IkaA bale g~nJl~9 

IkaR PaliA 

I 

I 

UeIll 
i-8GIll 
UeIll 
i-8GIll 
~ 

i-8GIll 
d-iefA 
i-3&fR 

I 

li9, laker 
~i9, Ieli6r 
99, hiker 
100, lel,ar 
99, JekSF 
199, lel,ar 
~gg, JekeF 
~gg. Jeker 

2015. 
3. Dengan dihapusnya Lampiran 

X angka II, penulisan urutan 
angka selanjulnya 
meyesuaikan 
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LI 

KaMl;8eAiA Karet 
stYllllllala ijdwr 
Ri~it elullasi ~alal'1 pelilMik 
Mala aRlJes 
KII.,. SM'Jiti 

I 
~~J1ll: 

1ll

w~w;;;' :~~::~::~:b'FA~F < ~ 
l:IIllwr ~i4IaG 1tallwR 

I iYliF 
I &alaRt 

&alaRt 
-r-::-MBler 

I =:
I &alaRt 
1!leIaA§ I 

fig! !Gwr 
~.i99, /iataAe
7,000, li.RD 
1.IiQQ, IMBler 

~~::~: ::::~6.gg9, liataAg 

39,990, /ialaRg 
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